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Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi - secara pesat, maka timbul berbagai dampak.
Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat
dari beraneka ragam produk pelayanan jasa bank yang dikeluarkan dimana salah satunya adalah kartu kredit.
Pihak Penerbit Kartu Kredit biasanya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak yaitu
Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit yang merupakan perjanjian baku. Dalam perjanjian ini biasanya pihak
penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada, biasanya
memberatkan pihak pemegang kartu kredit yang dalam hal ini disebut juga konsumen. Secara jelas penerbit
kartu kredit membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Posisi Pemegang kartu kredit dalam
perjanjian keanggotaan kartu kredit adalah sebagai pihak yang lemah karenatidak memiliki posisi tawar
menawar. Di dalam perjanjian kartu kredit Citibank sebagai suatu perjanjian baku mempunyai suatu
ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi yang tidak adil bagi pemegang kartu
kredit, dimana hal itu bertentangan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit Citibank banyak ditemui klausul-klausul eksonerasi/eksens,
yang merugikan nasabah pemegang kartu kredit sebagai konsumen. Sebenarnya UU Perlindungan
Konsumen merupakan undang-undang yang cukup baik dalam melindungi hak-hak konsumen, namun
pengaturannya masih bersifat umum sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan khusus
mengenai kartu kredit ini. Dan saat ini, telah ada upaya penyel esaian sengketa konsumen di luar pengadilan
yaitu dengan dibentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Lembaga ini merupakan
aternatif peradilan yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen yang timbul.
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